SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 691 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

Mengingat

.a.

bahwa dalam rangka melaksanakan hubungan antar
lembaga yang berkelanjutan dan berkesinambungan
untuk mensinergikan, mensukseskan dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan
Serentak Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok
Kerja Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota
Tahun 2024;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Dan
Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Lima

Puluh Kota Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
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Menetapkan

KESATU

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

Menetapkan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
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KEDUA

serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun
2024  sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas:

1. Pengarah:

a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi
umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap
pelaksanaan kegiatan Pokja;

b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan
kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis
dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;

c) meminta pertanggungjawaban dari penanggung
jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan
Pokja;

d) menetapkan pembagian tugas masing-masing
anggota Pokja;

e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal
kegiatan Pokja;

f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;

g) mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;

h) memantau dan mengevaluasi perkembangan/
kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;

i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;

j) memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggung jawab:

a) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan
keputusan Pokja;

b) bertangungjawab terhadap penyusunan rencana dan
jadwal kegiatan Pokja;

c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan

Pokja; dan
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d) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan Pokja.
. Ketua:
a) membantu penanggung jawab dalam
mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
b) membantu penanggung jawab dalam pemantauan
sesuai tugasnya;
c) membantu penanggung jawab dalam penyusunan
laporan pelaksanaan penyuluhan;
d) membantu penanggung jawab penyusunan laporan
monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan
jadwal kegiatan Pokja;
g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya
tugas Pokja; dan
h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil
pelaksanaan kegiatan Pokja.
. Sekretaris:
a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi
kegiatan,;
c) membantu mengoordinasikan dan membantu
menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
d) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan
Pokja;
e) menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan Pokja.
. Anggota:
a) memberikan  konstribusi yang nyata dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan
memelihara kerjasama;
c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas

Pokja; dan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap
hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja

Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun
2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang
besarannya mengacu kepada Surat Menteri Keuangan
Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2024 tentang
Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan
Umum dan Tahapan Pemilihan.
Masa kerja Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun
2024 mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan
Oktober 2024 dan pembayaran honorarium dibayarkan
pada bulan Agustus, September, dan Oktober 2024.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

- QBUPATEN LIMA PULUH KOTA
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OKTO RIZALDI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 691 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT/
PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI

DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim
1 | Okto Rizaldi Ketua KPU Pengarah
2 | Wendi Ahmad Wahyudi Anggota KPU Pengarah
3 | Zumaira Anggota KPU Penanggungjawab
4 | Indrawarman Sekretaris Ketua

Kasubag Parmas
5 | Veni Murna Putri Sekretaris
dan SDM
Feri Antoni Pelaksana Anggota
Wendra Pelaksana Anggota
Syahwaldi Wendra Pelaksana Anggota
Kepala
Kesbangpol
9 | Elsiwa Fajri Anggota
Kabupaten Lima
Puluh Kota
Dandim 0306/50
10 | Deno Indra Putra Anggota
Kota
Kepala Dinas
Kominfo
11 | Joni Amir Anggota
Kabupaten Lima
Puluh Kota
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Pranata Humas
12 | Alfhia Parma Ahli Muda
Kemenag

Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
__KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
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